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ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari keberadaan Undang- 
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada 
didalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharan 
Negara dan Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara dipertegas menjadi pedoman dalam pengalihan keuangan 
daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan, yaitu perencanaan 
dan penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Pengelolaan 
keuangan daerah adalah salah satu bagian yang mengalami perubahan 
mendasar seiring dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang 
tersebut mengakibatkan adanya kewenangan lebih luas untuk pemerintah daerah. 
Kewenangan dimaksud adalah keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan, Keuangan Negara, Keuangan Daerah

xii
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat terlepas dari keberadaan Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 maka berbagai prinsip dasar yang ada didalam Undang-Undang 

Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharan Negara dan Undang-Undang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dipertegas menjadi 

pedoman dalam pengalihan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi 

tiga tahapan, yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta 

pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bagian yang mengalami 

perubahan mendasar seiring dengan ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut 

mengakibatkan adanya kewenangan lebih luas untuk pemerintah daerah. Kewenangan 

dimaksud adalah keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah.
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Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kuasa atas pengelolaan 

keuangan negara sebagai salah satu bagian dari kekuasaan pemerintahan. Begitu pula 

dalam hal pengelolaan keuangan daerah, maka kekuasaan dari presiden diberikan 

kepada kepala daerah (gubernur) sebagai kepala pemerintahan daerah untuk 

mengelola keuangan daerahnya serta mewakili pemerintah dalam kepemilikan 

kekayaan daerah yang dipisahkan.1

Keuangan daerah adalah bagian dari kekuasaan pemerintah daerah. Pengelola 

keuangan daerah dijabat oleh kepala pemerintahan daerah. Kekuasaan pengelolaan 

keuangan daerah tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah
o

selaku pejabat pengelola APBD.

Dalam penyelenggaraan keuangan daerah ada hak dan kewajiban atas suatu 

kewenangan dari subjek hukum publik, yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah 

memiliki wewenang yang sangat luas untuk menggunakan sumber keuangan yang 

dimilikinya sesuai pada kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat di daerah.4 Tetapi 

dengan wewenang yang luas tersebut bukan berarti bahwa pemerintah daerah dapat 

menggunakan sumber keuangan untuk tujuan yang tidak jelas. Kewenangan yang luas 

diserahkan pada daerah dalam pengelolaan keuangan5 pada hakikatnya harus

Muhamad Djumhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah, Citra Aditya Baku, Bandung, 2007,

“ Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

3 Ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
Ibiti
Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

hlm.5.

Negara.

tentang Keuangan Negara.

tentang KeuanganNegara.
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dipertanggungjawabkan dengan akuntabel dan transparan kepada masyarakat di 

daerah maupun kepada pemerintah pusat.

Pengertian dari pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan 

dari pejabat pengelola keuangan daerah sesuai kedudukan dan kewenangannya, yaitu 

meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 

Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu unsur penting untuk terciptanya good

governance.

Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah harus diselenggarakan dengan 

baik. Menurut Dr. Mardiasmo, Ak., acuan sistem pengelolaan keuangan
# n

daerah meliputi:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus untuk kepentingan publik. Hal ini tidak hanya

terlihat pada besar porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi 

juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.

2. Misi pengelolaan keuangan daerah harus jelas pada umumnya dan anggaran 

daerah pada khususnya.

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta partisipan yang 

terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, kepala daerah, sekda, dan 

perangkat daerah lainnya.8

6 Muhainad Djuinhana, Pengantar Hukum Keuangan Daerah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta,2002, hlm.9-10

2007,hlm.45.
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4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan 

uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, transparansi, dan akuntabilitas.

5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah, dan pegawai, baik

9
rasio maupun dasar pertimbangannya.

6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran 

multitahunan.10

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang profesional11

8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, serta

akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran,

• 12dan transparansi informasi anggaran kepada publik.

APBD merupakan satu kesatuan terdiri atas pendapatan daerah, belanja 

daerah, dan pembiayaan. Penyusunan APBD dilakukan dengan melakukan

pendekatan kinerja. Seluruh dokumen menyangkut pengelolaan dan

pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah berupa APBD, perubahan APBD, 

dan perhitungan APBD, ditetapkan dengan peraturan daerah.13 APBD juga digunakan 

sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat 

berdasarkan pada tujuan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab. Anggaran

Diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (tambahan dari penulis).

9 Diatur lebih lanjut dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Presiden Republik Indonesia.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
\] Diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi KeuanganDaerah.
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diperlukan dalam pengelolaan sumberdaya dengan baik guna mencapai kinerja seperti 

diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap 

masyarakat. Keuangan daerah harus dikelola dengan baik sehingga semua hak dan 

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dimanfaatkan semaksimal mungkin 

untuk kepentingan daerah.

yang

Sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah yaitu dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban keuangan 

daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan mengikuti dari Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) secara umum.

Anggaran belanja pemerintah selama ini dibagi atas anggaran belanja rutin

dan anggaran belanja pembangunan. Pengelompokan ini untuk memberikan arti

pentingnya pembangunan. Dalam pelaksanaan ini telah berakibat dapat menimbulkan

indikasi adanya duplikasi, penyimpangan anggaran, dan penumpukan. Sedangkan 

penuangan rencana pembangunan dalam perencanaan nasional pertahun yang 

ditetapkan oleh undang-undang dinilai tidak realistis dan tidak sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.14

Pada hakikatnya setiap pengurusan dan pemberian kepercayaan ini 

mengandung unsur tanggung jawab untuk penerima kepercayaan. Ini berarti setiap 

pengurusan pada dasarnya harus dihubungkan dengan pertanggungjawaban. Di dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan

14 Ibid.9 hlm.7.
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ini menimbulkan suatupemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan dari bernegara 

hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam satu sistem pengelolaan 

keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara seperti yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 sangat diperlukan pelaksanaannya dilakukan secara 

terbuka dan bertanggungjawab dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,

begitu pula untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Landasan hukum keuangan daerah harus dapat direfleksikan dengan konsepsi

teori hukum. Pengelolaan keuangan daerah sesuai pada Undang-Undang Dasar 1945

harus dilaksanakan dengan terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat.

Perwujudannya adalah dengan dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Pendapat

Daerah (APBD). Didalam melaksanakan APBD ini, pengelola keuangan daerah 

haruslah melaksanakannya dengan tertib, taat pada peraturan, taat pada undang- 

undang, ekonomis, efektif dan efisien,transparan dan tentunya dengan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan,kepatutan, dan kesejahteraan 

rakyat.15

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintahan semakin 

meningkat di era reformasi ini, termasuk transparansi dalam pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan 

pertanggungjawaban dengan bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah
U * 'X,F

_____________________
Muhamad Djumhana, Hukum Keuangan Daerah , Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2007

bersifat mengikat.

hlm.12.
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Sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan dan 

berpedoman dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima 

secara umum. Hal ini seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Bertitik tolak dengan keadaan tersebut penulis tergerak untuk melakukan

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB GUBERNUR

DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI SUMATERA

SELATAN”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Gubernur di Sumatera Selatan dalam 

mengelola keuangan daerah ?

2. Apa yang menjadi kendala Gubernur Sumatera Selatan 

keuangan daerah?

1.

dalam mengelola
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c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh gubernur dalam mengelola 

keuangan daerah di Sumatera Selatan guna mewujudkan hak warga negara 

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 .

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya khususnya mengenai hukum tata negara , yaitu mengenai Hak 

Warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945;

2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum pada

umumnya, dan Hukum Tata Negara pada khususnya.

3. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya

bahan bacaan Hukum Tata Negara;

4. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah 

ini lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam 

pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan hak warga negara 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Untuk menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan 

keuangan daerah dalam mewujudkan hak 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menurut

warga negara menurut Undang-
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E. KERANGKA TEORI

1. Teori Negara Hukum
Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya 

kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu 

diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. 

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu 

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.16

2. Teori Negara kesejahteraan

Pada tipe negara kesejahteraan atau welfare State ini, negara mengabdi 

sepenuhnya kepada masyarakat pada sebuah negara, dalam negara kesejahteraan

maka negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat,

disini negara sangat bersifat aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya, 

untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi pada tipe negara kesejahteraan ini 

tugas dari pada negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan rakyat semaksimal 

mungkin.17

3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 23 Undang-Undang Dasar 194518

16 Abu Daud Busroh “Ilmu Negara“,Jakarta, Bumi Aksara, 2008 hlm 53
17 Ibid, hlm 54-55.
18 Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga.
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1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dan pengelolaan

ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 

terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-

keuangan negara 

dilaksanakan secara 

besarnya kemakmuran rakyat;

2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah 

menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara tahun yang lalu.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan

penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode,

sistematika pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan

yang bersifat ilmiah. Dalam metode penelitian diuraikan tentang bahan/sumber atau

materi penelitian itu diperoleh, mulai dari jenis penelitian, Sampling, alat (instrument) 

jalannya penelitian, variable serta data yang dikumpulkan, dan ditutup dengan 

bagaimana data itu harus dianalisis.19

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitiaan ini adalah sebagai
berikut:

Buku Pedoman Skripsi —lengkap di unduh dari fh.unsri.ac.id pada hari mingeu taneeal 18 inli 
2013 pukul 14.48 WIB, hlm.32 ** 88 J
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1. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris yang 

ditunjang dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

penelitian lapangan, dikatakan penelitian lapangan di karenakan penelitian ini bertitik

dan ditunjang dengan penelitian pustaka«20tolak pada “data primer atau lapangan

sebagai pelengkap.

2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini pengumpulan data melalui :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (Field Research).

Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait sesuai

dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini bapak Yusri Effendi selaku Seketaris 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bapak Ardhani selaku kepala biro hukum 

pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan, dan bapak Agustinius Antoni selaku 

kepala badan pengelola dan aset daerah kepala bidang anggaran pemerintah daerah 

provinsi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

kepustakaan (Library research). yang diperoleh dengan mengumpulkan serta

:o Usmawadi “Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"materi pendidikan latihan kemahirm 
hukum .laboratonum hukum FH UNSRI :PALEMBANG ,2013, hlm.250 Kemahiran
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dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalammengkaji lireratur-literatur atau
• 21penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan 

pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3) UU No. 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Daerah;

4) UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

5) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;

6) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Sumatera Selatan ;

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer yang berupa buku-buku bacaan karya tulis, hasil penelitian, seminar, 

penemuan ilmiah, dan makalah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari 

kamus hukum berkaitan dengan permasalahan 22

maupun

'S.

■vv, 
v . * ?
X

:l Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hlra.52
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3. Teknik Pengumpulan Data

L Studi Lapangan

Yaitu studi yang dilakukan langsung di lapangan atau lokasi tempat penelitian 

dalam hal ini dilakukan di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

untuk pengambilan data yang menunjang penelitian dan berkaitan dengan masalah 

yang dibahas, wawancara langsung dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan, yaitu Bapak Yusri Effendi selaku Sekretaris Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan, Bapak Ardhani selaku Kepala Biro Hukum Sumatera Selatan, serta 

Bapak Agustinius Antoni selaku Kepala Badan Pengelola dan Aset Daerah 

pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan permasalahan dan juga berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun 

terlebih dahulu agar menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan diluar dari

daftar pertanyaan tersebut namun tetap berkaitan dengan ruang lingkup 

permasalahan.23

Studi lapangan ini dimaksudkan agar mendapatkan data-data yang pasti dan 

jelas dari permasalahan yang didapat pada skripsi ini.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu studi berupa mengumpulkan data berupa buku-buku bacaan atau jurnal- 

jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai hukum 

negara, hukum keuangan negara, dan mengenai hukum keuangan daerah.

tata

Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ” 
Persada, 2003, hlin.30-31 

23 Ibid, hlin.68-82
Jakarta, PT.Raja Grafindo
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4. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data mengenai pembahasan dari permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini, penulis mengambil penelitian di instansi yang terkait yaitu 

Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan 

dikumpulkan menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis, selanjutnya akan diolah 

dan dianalisis secara deskriftif kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan 

tentang keadaan tertentu dari permasalahan yang ada, kemudian ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas didalam skripsi ini. 

Upaya untuk menghasilkan data deskriptif dalam arti menganalisa apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta perilakunya yang nyata, 

pada akhirnya hasil dari kedua metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-

kata guna penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif untuk menggambarkan 

jawaban permasalahan.24

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperlukan untuk dapat mengetahui hasil yang didapat 

setelah selesai melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan teknik penarikan 

kesimpulan secara deduktif, yakni suatu penarikan kesimpulan yang berasal dari satu

24 Ibid, hlm.32
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kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatuproporsi umum yang 

kesimpulan yang bersifat lebih khusus.25

“5 BambanS Suggana, “Metodologi Penelitian Hukum”9 Jakarta: PT. Raja Grafmdo,2007, hlm 10.
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